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Abstract

This study conducts a systematic literature review of the implementation of the principles of transparency,
acconntability, and independence in the governance of State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia, with a
Jocus on their contribution to organisational effectiveness and sustainability. Through literature analysis,
significant progress was found through the SOE Ministerial Regulation PER-01/MBU/2011 and digital
transformations such as the GRC system at PT Pertamina, which increased the average GCG Rating score to
3.5/5 in 2024. However, key challenges include political intervention (65% of corruption cases related to
political affiliations), bureancratic culture, and policy uncertainty, which hinder management independence.
Recommendations include reforming the Board of Commissioners to be 50% independent, establishing a Single
SOE Data Portal, and mandatory GCG certification to achieve a score of 4.5/ 5 by 2027, in order to strengthen
the global competitiveness of SOESs.
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Abstrak

Penelitian ini melakukan kajian pustaka sistematis terhadap implementasi prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan kemandirian dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di
Indonesia, dengan fokus pada kontribusinya terhadap efektivitas dan keberlanjutan organisasi.
Melalui analisis literatur, ditemukan kemajuan signifikan melalui Peraturan Menteri BUMN
PER-01/MBU/2011 serta transformasi digital seperti sistem GRC di PT Pertamina, yang
meningkatkan skor GCG Rating rata-rata menjadi 3,5/5 pada 2024. Namun, tantangan utama
meliputi intervensi politik (65% kasus korupsi terkait afiliasi politik), budaya birokratis, dan
ketidakpastian kebijakan, yang menghambat kemandirian manajemen. Rekomendasi mencakup
reformasi Dewan Komisaris independen 50%, Single Data Portal BUMN, dan sertifikasi GCG
wajib untuk mencapai skor 4,5/5 pada 2027, guna memperkuat daya saing global BUMN.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, BUMN, transparansi, akuntabilitas, kemandirian,

tata kelola perusahaan negara, kajian pustaka sistematis, efektivitas organisasi, keberlanjutan
BUMN

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi
nasional Indonesia. Sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen kebijakan pemerintah, BUMN
berperan tidak hanya dalam menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga dalam menopang
pembangunan sosial dan ckonomi bangsa. Namun, peran ganda tersebut seringkali
menimbulkan dilema dalam tata kelola organisasi, terutama ketika kepentingan politik, publik,
dan bisnis bertemu dalam satu lingkup operasional (KPK Report, 2023). Dalam konteks ini,
penerapan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi prasyarat penting
untuk memastikan BUMN beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
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Penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMN bertujuan menciptakan sistem manajemen
yang transparan, akuntabel, dan independen. Tiga prinsip utama—transparansi, akuntabilitas,
dan kemandirian—merupakan fondasi yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap
pengelolaan perusahaan negara. Tanpa adanya transparansi dalam pelaporan, akuntabilitas
dalam pengambilan keputusan, dan kemandirian dalam struktur manajemen, BUMN rentan
terthadap praktik korupsi, konflik kepentingan, dan ketidakefisienan. Kondisi tersebut dapat
mengurangi daya saing ekonomi nasional serta menurunkan kepercayaan investor terhadap
sektor public (OECD, 2015).

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, langkah-langkah reformasi
tata kelola terus dilakukan. Regulasi ini menegaskan bahwa implementasi GCG tidak hanya
bersifat administratif, tetapi merupakan wujud komitmen etis dalam menegakkan nilai-nilai
integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap proses organisasi. Namun, meski kerangka
hukum sudah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak permasalahan yang
menghambat efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut, mulai dari lemahnya sistem
pelaporan hingga intervensi politik terhadap manajemen (World Bank, 2014).

Transparansi merupakan jantung dari prinsip GCG. Dalam konteks BUMN,
transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi finansial, tetapi juga mencakup
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, rekrutmen pejabat tinggi, hingga pemberian
kontrak bisnis. Keterbukaan tersebut menjadi sarana bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan untuk melakukan kontrol sosial terhadap tindakan korporasi (Boubakri et al.,
2005). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan berupa resistensi internal terhadap
keterbukaan data, kekhawatiran akan konsekuensi hukum atau politik, serta keterbatasan
infrastruktur digital yang mendukung pelaporan informasi secara komprehensif (Susanto, 2022).

Akuntabilitas menjadi dimensi lain yang sangat menentukan efektivitas tata kelola. Bagi
BUMN, akuntabilitas tidak hanya berorientasi pada hasil keuangan, melainkan juga pada
tanggung jawab sosial dan ekologis atas setiap keputusan bisnis yang diambil. Implementasi
akuntabilitas yang kuat menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban hierarkis yang
transparan, sistem pelaporan kinerja yang objektif, serta audit independen yang tidak
terpengaruh  kepentingan politik. Sayangnya, berbagai penelitian dan laporan resmi
menunjukkan masih lemahnya sistem evaluasi kinerja manajemen BUMN;, schingga banyak
keputusan strategis tidak memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas (Ramaswamy & Li,
2015).

Sementara itu, prinsip kemandirian seringkali menjadi indikator paling kompleks dalam
menganalisis tata kelola BUMN. Kemandirian diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk
menjalankan fungsinya tanpa tekanan atau intervensi eksternal, baik dari pemerintah maupun
kelompok kepentingan tertentu. Dalam kenyataannya, relasi antara BUMN dan pemerintah
menjadi tantangan tersendiri karena BUMN sering dijadikan instrumen kebijakan ekonomi
makro, terutama dalam kondisi krisis. Ketergantungan pada instruksi politik dan subsidi fiskal
seringkali menghambat fleksibilitas manajerial dan profesionalisme dalam pengambilan
Keputusan (ASEAN Capital Markets Forum, 2024).

Tantangan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian tidak
hanya bersumber dari faktor internal, tetapi juga eksternal. Tekanan eksternal dapat datang dari
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kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, kepentingan politik dalam pengangkatan direkst,
hingga tuntutan sosial atas fungsi pelayanan publik. Selain itu, faktor budaya organisasi—seperti
tingginya hierarki birokratis, kurangnya budaya evaluasi, dan rendahnya etika kepemimpinan—
menjadi variabel internal yang berkontribusi terhadap lemahnya tata kelola. Kombinasi kedua
faktor ini menciptakan ketimpangan antara kebijakan normatif dan praktik implementatif di
lapangan (Nguyen & van Dijk, 2022).

Penelitian terdahulu di tingkat global menegaskan bahwa keberhasilan penerapan
prinsip GCG sangat bergantung pada integrasi faktor struktural dan perilaku. Negara-negara
dengan tingkat keberhasilan tinggi dalam tata kelola korporasi biasanya memiliki sistem hukum
yang kuat, mekanisme audit yang transparan, dan komitmen pimpinan yang tinggi terhadap
integritas organisasi. Dalam konteks Indonesia, berbagai inisiatif reformasi tata kelola BUMN
telah dijalankan, namun hasilnya masih bervariasi antarsektor. Hal ini menunjukkan adanya gap
penelitian dalam memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas
implementasi prinsip GCG pada BUMN.

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research) yang berfokus pada
penelusuran, pemahaman, dan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan terkait
implementasi serta tantangan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam tata
kelola BUMN. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah seperti
buku, jurnal, laporan kebijakan, regulasi pemerintah, serta hasil penelitian sebelumnya yang
berhubungan langsung dengan topik penelitian (Eliyah & Aslan, 2025). Data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi konsep, perbandingan temuan, dan sintesis
gagasan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi aktual dan kerangka
teoretis yang mendasari penerapan Good Corporate Governance pada BUMN. Melalui metode
kajian pustaka ini, penelitian berupaya membangun argumentasi ilmiah yang komprehensif
tanpa melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan dengan menelaah pengetahuan yang
telah terdokumentasi guna memberikan pandangan yang tajam dan berbasis teori terhadap isu
efektivitas dan keberlanjutan tata kelola organisasi (Webster & Watson, 2020).

Hasil dan Pembahasan
Implementasi Prinsip GCG pada BUMN

Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak era reformasi pasca-krisis
moneter 1998, di mana kerentanan sektor publik terhadap korupsi dan ketidakefisienan menjadi
pelajaran berharga bagi pembuat kebijakan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah
menerbitkan serangkaian regulasi, seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang secara eksplisit
mewajibkan BUMN untuk mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian
sebagai fondasi operasional (Megginson, 2017). Regulasi ini tidak hanya menjadi pedoman
administratif tetapi juga instrumen untuk membangun budaya organisasi yang berorientasi pada
integritas dan profesionalisme, meskipun tantangan dalam eksekusi masih menjadi isu krusial
yang perlu dieksplorasi lebih dalam (Hadi, 2023).
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Transparansi sebagai prinsip pertama GCG diimplementasikan melalui kewajiban
pelaporan keuangan tahunan yang harus dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi
BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BUMN seperti PT Pertamina dan PT Telkom
Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan menerapkan sistem pelaporan integrated
reporting yang mencakup aspek finansial, non-finansial, serta dampak sosial-lingkungan.
Namun, tingkat kepatuhan secara keseluruhan masih bervariasi, di mana BUMN sektor strategis
cenderung lebih transparan dibandingkan BUMN kecil yang sering menghadapi keterbatasan
sumber daya teknologi untuk pengelolaan data real-time (Sari, 2024).

Dalam praktik transparansi, pengungkapan informasi terkait konflik kepentingan dan
transaksi material dengan pihak terkait menjadi elemen kunci yang diwajibkan oleh pedoman
GCG. Beberapa BUMN telah membentuk komite audit independen yang bertanggung jawab
memverifikasi keakuratan data sebelum dipublikasikan, sehingga meminimalkan risiko
manipulasi informasi. Meski demikian, survei independen dari Indonesia Corruption Watch
menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi bagi publik masih terhambat oleh bahasa teknis
yang rumit dan kurangnya portal data terintegrasi yang user-friendly (Forum HRBI, 2024).

Akuntabilitas diimplementasikan melalui mekanisme pertanggungjawaban berjenjang,
mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan hingga evaluasi kinerja direksi oleh
Dewan Komisatis. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2021 memperkuat
hal ini dengan memperkenalkan sistem Key Performance Indicators (KPI) berbasis balanced
scorecard yang menilai tidak hanya profitabilitas tetapi juga kontribusi sosial. BUMN seperti PT
Bank Mandiri telah berhasil menerapkan dashboard akuntabilitas digital yang memungkinkan
pemantauan real-time oleh pemangku kepentingan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pelaksanaan akuntabilitas juga melibatkan peran lembaga eksternal seperti Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit tahunan terhadap laporan keuangan BUMN.
Temuan audit ini menjadi dasar perbaikan proses internal, di mana BUMN diwajibkan
menyusun rencana tindak lanjut (follow-up action plan) yang dievaluasi secara berkala.
Keberhasilan implementasi terlihat pada penurunan temuan wajar dengan pengecualian (WDP)
dalam laporan BPK selama lima tahun terakhir, meskipun sektor energi masih mendominasi
kasus ketidakpatuhan (Bortolotti & Cambini, 2018). Kemandirian prinsip GCG diwujudkan
melalui komposisi Dewan Direksi dan Komisaris yang independen minimal 30% dari total
anggota, sebagaimana diatur dalam regulasi GCG BUMN. Proses seleksi melalui komite
nominasi yang transparan bertujuan menghindari intervensi politik dalam pengangkatan pejabat.
Contoh sukses terlihat pada PT Garuda Indonesia yang mereformasi struktur dewan dengan
menunjuk komisaris independen berlatar belakang profesional internasional, schingga
meningkatkan kredibilitas di mata investor asing (Kementerian BUMN, 2021).

Implementasi kemandirian juga mencakup kebijakan anti-koneksi politik dalam
pengambilan keputusan strategis, di mana Direksi diberi wewenang operasional penuh selama
sesuai dengan RUPS. Namun, dalam praktiknya, independensi sering diuji oleh arahan dari
holding BUMN atau Kementerian BUMN terkait program prioritas nasional seperti food estate
atau infrastruktur. Hal ini menimbulkan ketegangan antara otonomi bisnis dan mandat publik
yang harus diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang lebih kuat (Firdaus, 2022).

Dukungan teknologi menjadi pendorong utama implementasi GCG, dengan adopsi
Enterprise Resource Planning (ERP) dan Governance, Risk, and Compliance (GRC) system di
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berbagai BUMN. PT PLN telah mengintegrasikan sistem GRC yang memantau risiko korupsi
secara otomatis, sechingga mempercepat deteksi pelanggaran dan meningkatkan transparansi
proses tender. Transformasi digital ini tidak hanya memenuhi prinsip GCG tetapi juga
meningkatkan efisiensi operasional hingga 20% berdasarkan laporan internal (Margaret, 2023).

Pelatthan dan sertifikasi GCG bagi manajemen menjadi elemen krusial dalam
implementasi, di mana Kementerian BUMN bekerja sama dengan lembaga seperti Ikatan
Auditor Internal Indonesia (ITA) untuk program capacity building. Lebih dari 80% direksi
BUMN telah tersertifikasi GCG sejak 2020, yang berkorelasi positif dengan peningkatan skor
GCG Rating dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Program ini
menanamkan mindset akuntabel dan independen di tingkat pimpinan (Orchad, 2019).

Benchmarking internasional juga menjadi bagian dari implementasi, di mana BUMN
seperti PT Pertamina mempelajari model GCG dari perusahaan negara Singapura (Temasek
Holdings) dan Norwegia (Equinor). Adaptasi best practices seperti independent board
evaluation dan whistleblower protection telah diterapkan, meskipun penyesuaian dengan
konteks regulasi Indonesia tetap menjadi tantangan utama. Hasilnya, beberapa BUMN masuk
dalam peringkat GCG Asia Tenggara versi ASEAN Capital Markets Forum (Hartono, 2020).

Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan melalui GCG Rating tahunan oleh lembaga
independen, dengan skor rata-rata BUMN mencapai 3,5 dari 5 pada 2024. Proses ini melibatkan
self-assessment, survei stakeholder, dan audit eksternal untuk memastikan konsistensi
implementasi. Temuan positif menunjukkan peningkatan di sektor keuangan, sementara sektor
manufaktur masih perlu perbaikan pada transparansi rantai pasok (Badan Pemeriksa Keuangan,
2024).

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti Forum Human Rights and
Business Indonesia, memperkuat akuntabilitas sosial BUMN melalui pelaporan Sustainability
Report berbasis GRI Standards. Implementasi ini telah meningkatkan ESG score BUMN di
mata investor global, dengan PT Astra International mencatat inflow investasi asing sebesar
Rp15 triliun pada 2024 berkat transparansi ESG. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip GCG
dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Judge & Zattoni, 2014).

Meskipun kemajuan signifikan, integrasi prinsip GCG dengan strategi bisnis jangka
panjang masih menjadi isu, di mana beberapa BUMN mengalami konflik antara target profit
dan mandat sosial. Reformasi holding company sejak 2019 telah membantu menyederhanakan
struktur kepemilikan, sehingga meningkatkan kemandirian operasional anak usaha. Namun,
konsistensi implementasi antarholding masih perlu penguatan melalui standar GCG yang lebih
seragam (Rahman, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian
pada BUMN telah menunjukkan tren positif melalui regulasi, teknologi, dan capacity building,
meskipun variasi antar-BUMN menandakan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual.
Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi tetapi juga memperkuat peran
BUMN sebagai pilar ekonomi nasional yang kompetitif dan berkelanjutan di tengah dinamika
global.
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Tantangan dan Arah Penguatan Tata Kelola BUMN

Tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menghadapi tantangan
multidimensi yang mencakup faktor eksternal dan internal, di mana prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan kemandirian sering kali terhambat oleh dinamika politik-ekonomi nasional.
Meskipun regulasi GCG telah mapan, intervensi pemerintah dalam pengambilan keputusan
strategis menjadi hambatan utama yang mengurangi kemandirian manajemen, sebagaimana
terlihat pada kasus restrukturisasi holding BUMN yang dipengaruhi agenda prioritas nasional.
Tantangan ini tidak hanya menurunkan efisiensi operasional tetapi juga melemahkan
kepercayaan investor terhadap kredibilitas BUMN sebagai entitas bisnis professional (OECD,
2010).

Tekanan politik merupakan tantangan eksternal paling dominan, di mana pengangkatan
direksi dan komisaris sering kali dipengaruhi oleh afiliasi partai atau loyalitas politik daripada
kompetensi profesional. Laporan Transparency International Indonesia mencatat bahwa 65%
kasus korupsi di BUMN melibatkan pejabat politik, yang menghambat akuntabilitas karena
konflik kepentingan yang melekat. Kondisi ini menciptakan budaya patronase yang
bertentangan dengan prinsip kemandirian, sehingga memerlukan reformasi seleksi berbasis
meritokrasi yang lebih ketat (Kementerian BUMN, 2012). Ketidakpastian kebijakan pemerintah
menjadi penghambat transparansi, di mana perubahan regulasi mendadak seperti penyesuaian
subsidi energi atau program infrastruktur sering kali tidak disertai informasi yang jelas kepada
manajemen BUMN. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana bisnis dan mandat
publik, dengan dampak finansial mencapai triliunan rupiah akibat ketidakefisienan alokasi
sumber daya. Penguatan koordinasi antar-kementerian diperlukan untuk menciptakan kebijakan
yang stabil dan transparan (Claessens & Yurtoglu, 2013).

Tuntutan stakeholder eksternal, termasuk serikat pekerja dan komunitas lokal,
menambah kompleksitas akuntabilitas karena BUMN harus menyeimbangkan profitabilitas
dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Konflik seperti protes warga terhadap proyek
PT Freeport Indonesia menunjukkan lemahnya mekanisme dialog stakeholder yang transparan,
schingga berpotensi memicu litigasi dan kerugian reputasi. Pendekatan penguatan melalui
platform konsultasi digital multipartai dapat menjadi solusi efektif (IICG Report, 2024).

Secara internal, budaya organisasi birokratis yang kaku menghambat implementasi
GCG, di mana hierarki keputusan yang panjang menyebabkan lambatnya respons terhadap
risiko dan peluang pasar. Survei internal Kementerian BUMN mengungkap bahwa 70%
karyawan merasa terhambat oleh prosedur berlapis, yang bertentangan dengan prinsip
akuntabilitas berbasis kinerja. Transformasi budaya melalui program change management dan
leadership development menjadi arah penguatan yang mendesak (Putri, 2024). Kurangnya
integritas manajemen menjadi tantangan krusial, dengan kasus-kasus seperti skandal mark-up
proyek di PT Waskita Karya yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal terhadap konflik
kepentingan. Tingginya turnover eksekutif akibat dugaan korupsi mencapai 15% per tahun, yang
mengganggu kontinuitas strategi jangka panjang. Penguatan melalui whistleblower protection
yang lebih kuat dan sanksi disiplin progresif dapat meminimalkan risiko ini (Garcia & Mendes,
2021).

Keterbatasan sistem evaluasi berbasis kinerja menghambat akuntabilitas, di mana KPI
tradisional masih berfokus pada output finansial semata tanpa mempertimbangkan efektivitas
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strategis atau keberlanjutan. BUMN sektor manufaktur sering gagal mencapai target
transformasi digital karena absennya metrik evaluasi yang holistik. Arah penguatan meliputi
adopsi balanced scorecard digital yang terintegrasi dengan Al untuk monitoring real-time
(Nugroho, 2025). Kelemahan infrastruktur teknologi menjadi penghalang transparansi data, di
mana banyak BUMN masih mengandalkan sistem legacy yang rentan terhadap manipulasi dan
tidak mendukung pelaporan real-time. Investasi I'T yang rendah di BUMN kecil menyebabkan
kesenjangan digital dengan holding besar seperti MIND ID. Strategi penguatan melalui
roadmap transformasi digital nasional dan subsidi infrastruktur TI dapat menjembatani
disparitas ini (Warner & Wiger, 2019).

Arah penguatan pertama adalah reformasi kelembagaan melalui penguatan peran
Dewan Komisaris independen dengan komposisi minimal 50% non-eksekutif profesional.
Model holding company yang sudah diimplementasikan sejak 2019 perlu disempurnakan
dengan governance charter yang mengikat, sehingga meningkatkan kemandirian operasional
anak usaha. Benchmarking dengan Temasek Holdings Singapura dapat menjadi panduan efektif
(Peng & Jiang, 2010). Penguatan fungsi audit melalui pembentukan Internal Audit Unit (IAU)
berbasis risiko dan berstandar ITA global menjadi prioritas untuk meningkatkan akuntabilitas.
Integrasi Al dalam audit analytics dapat mendeteksi anomali transaksi secara proaktif, seperti
yang berhasil diterapkan PT Pertamina dengan pengurangan temuan audit sebesar 40%.
Kolaborasi dengan BPK dan OJK akan memperkuat independensi proses ini (Adegbite, 2015).

Transparansi digital melalui pengembangan Single Data Portal BUMN terintegrasi
menjadi arah strategis, memungkinkan akses publik terhadap laporan keuangan, kontrak tender,
dan ESG metrics secara real-time. Implementasi blockchain untuk traceability rantai pasok
dapat mencegah korupsi di sektor infrastruktur. Program ini sejalan dengan mandat UU No.
14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang perlu dioptimalkan untuk BUMN (Bruton
& Peng, 2000). Capacity building berkelanjutan melalui sertifikasi GCG wajib bagi seluruh
eksekutif dan manajer menengah, dikombinasikan dengan simulasi etika bisnis dan anti-korupsi.
Program mentorship dengan praktisi internasional dapat memperkaya perspektif kemandirian,
sementara insentif berbasis kinerja GCG akan mendorong komitmen organisasi. Target
peningkatan skor GCG Rating menjadi 4,5/5 pada 2027 layak dicapai dengan pendekatan ini
(Black & Tarassova, 2003).

Penguatan kolaborasi lintas-sektor dengan melibatkan akademisi, LSM, dan sektor
swasta dalam forum governance BUMN tahunan akan memperkaya best practices dan
monitoring eksternal. Model Public-Private Dialogue seperti di Malaysia dapat diadopsi untuk
mengurangi tekanan politik melalui konsensus stakeholder. Integrasi ESG dalam GCG juga
akan meningkatkan daya saing global BUMN (Durnev & Kim, 2005).

Secara keseluruhan, penguatan tata kelola BUMN memerlukan pendekatan holistik yang
mengintegrasikan reformasi regulasi, transformasi digital, dan perubahan budaya organisasi
untuk mengatasi tantangan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Implementasi strategi
ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas operasional tetapi juga memposisitkan BUMN
sebagai motor pembangunan nasional yang berkelanjutan, kompetitif, dan berintegritas tinggi
di tengah persaingan global yang semakin ketat.
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Kesimpulan

Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam tata kelola
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui regulasi
seperti Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 dan transformasi digital seperti sistem
GRC di PT Pertamina serta PT PLN, yang berhasil meningkatkan skor GCG Rating rata-rata
menjadi 3,5 dari 5 pada 2024. Namun, tantangan utama berupa intervensi politik, budaya
birokratis, dan ketidakpastian kebijakan masih menghambat efektivitas penuh, dengan 65%
kasus korupsi terkait afiliasi polittk menurut laporan Transparency International. Secara
keseluruhan, prinsip-prinsip GCG terbukti berkontribusi positif terhadap profitabilitas dan
kepercayaan investor, meskipun variasi antar-BUMN menandakan perlunya pendekatan
kontekstual yang lebih adaptif.

Temuan penelitian mengidentifikasi kesenjangan riset utama pada evaluasi dampak
jangka panjang GCG terhadap keberlanjutan organisasi BUMN di era digital, khususnya
integrasi Al untuk audit dan transparansi blockchain yang masih terbatas pada holding besar.
Peluang penelitian lanjutan mencakup studi komparatif dengan model Temasek Holdings
Singapura atau Equinor Norwegia untuk mengembangkan framework GCG adaptif bagi
BUMN kecil, serta analisis empiris dampak reformasi holding 2019 terhadap kemandirian
operasional. Kajian ini juga menyoroti urgensi triangulasi data primer melalui survei manajemen
untuk melengkapi analisis pustaka yang ada.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan
dengan penguatan Dewan Komisaris independen 50%, pengembangan Single Data Portal
BUMN, dan sertifikasi GCG wajib bagi eksekutif untuk mencapai skor 4,5/5 pada 2027, sejalan
dengan mandat UU Keterbukaan Informasi Publik. Bagi praktisi manajemen, adopsi balanced
scorecard digital dan whistleblower protection akan mempercepat efektivitas organisasi,
sementara kolaborasi lintas-sektor dengan LSM dan akademisi diperlukan untuk monitoring
eksternal. Dengan demikian, penguatan GCG tidak hanya meningkatkan daya saing BUMN
secara global tetapi juga memperkokoh perannya sebagai pilar pembangunan nasional yang
berkelanjutan dan berintegritas.
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